
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 
 
 
 
 

RENCANA KERJA 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

( RENJA SKPD) 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA 

TAHUN 2013 
 
 
 
 
 

P U R B A L I N G G A 

2 0 12 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan baik. Renja ini 

menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga   tahun 2013 

Keberhasilan penyusunan Renja ini tidak terlepas dari dukungan dan 

bantuan serta partisipasi semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

Kami berharap semoga Buku Renja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 

Amien. 

 

 

                                             Purbalingga,     Nopember 2012 

Kepala Pelaksana 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA 
 
 
 
 

PRIYO SATMOKO, SH, MH 
Pembina Tingkat I 

NIP.19690429 199603 1 003 



BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

1. Pengertian, Hukum dan Tugas Pokok : 

Pengertian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan 

kerja perangkat daerah untuk preiode 1 (satu) tahun. 

Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 merupakan penjabaran tahun kedua 

dari Rencana Pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2010-2015 

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2013 juga didasarkan dan 

mengacu pada kebijakan pembangunan tahapan lima tahun kedua 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2005-2025. 

Renja Tahun 2013 ini diharapkan akan dapat mengantisipasi 

terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan 

aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. 



Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga adalah : 

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 

1950); 

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

4.  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 



5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 

6.  Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 13 Desember 2010 telah 

dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga 

yang mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. 

 
2.  Visi dan Misi 

Visi 

“KETANGGUHAN  MASYARAKAT  DALAM  MENGHADAPI BENCANA” 

Misi 

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan 

resiko; 

2. Membangun system penanggulangan bencana yang handal; 

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, 

terpadu, terkoordinir dan menyeluruh.  

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENJA 

1. Maksud 



Rencana Kerja (RENJA) tahun 2013 ini disusun dengan 

maksud untuk menjabarkan Visi, Misi dan RENSTRA 2010-2015 

BPBD Kabupaten Purbalingga agar menjadi panduan bagi semua 

Aparat BPBD Kabupaten Purbalingga dan semua pihak yang terkait 

dengan Pelaksanaan Kegiatan Badan Penanggulanngfan Bencana 

Daerah Kabupaten Purbalingga. 

2. Tujuan 

Tujuan penyusunan Renja 2013 adalah : 

1) Terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi dan RENSTRA 

2010-2015 BPBD Kabupaten Purbalingga 

2) Mewujudkan keterkaitan antara setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Aparat BPBD Kabupaten Purbalingga 

dengan Visi, Misi dan Renstra 2010-2015 Aparat BPBD 

Kabupaten Purbalingga. 

3) Meningkatkan  Koordinasi, Integrasi,Sinkronisasi dan 

Simpifikasi (KISS) sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas 



dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Purbalingga. 

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN  

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

1. Pengertian, Dasar Hukum dan Tugas Pokok 

2. Visi dan Misi 

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja 

1. Maksud 

2. Tujuan 

C. Sistematika Penyusunan 

BAB II.  PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN 2013 

BAB III.  PRIORITAS KEGIATAN 2013 

A. Prioritas Utama. 

B. Sasaran Tahun 2013 



BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

A. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2013 

B. Pendanaan SKPD 

C. Matrix Renja SKPD Tahun 2013 

BAB V.  PENUTUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III  

PRIORITAS KEGIATAN 2013 

A. PRIORITAS UTAMA 

Prioritas dalam tahun pertama dari Renstra BPBD tahun 2010-2015 

bertumpu pada Prioritas Penanggulangan Bencana dan Pembangunan 

Pasca Bencana 

B. SASARAN 

Dalam 2013  yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan  

Bencana Daerah adalah : 

a. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah  

Permasalahan : 

Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung 

penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik pada saat sebelum 

bencana, pada saat terjadi bencana dan pada pasca bencana.  

Kebijakan : 

1. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

penanggulangan bencana dilakukan oleh ketersediaan dana dan 

prasarana serta sumber yang memadai. 



2. Melakukan pendataan yang akurat dan terkini yang menunjang 

pengambilan kebijakan penanggulangan bencana sehingga 

pemecahan permasalahan dapat dilakukan secara preventif dan 

bila terdapat permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara 

cepat, tepat dan akurat. 

3. Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi program-program 

penanggulangan bencana sehingga tercipta suatu kesatuan 

pandangan dan persepsi baik dilingkungan birokrasi maupun pada 

masyarakat. 

4. Optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kepada 

masyarakat mengenai penanggulangan bencana. 

5. Menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan tugas dan 

kewajibannya pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca 

bencana. 

6. Meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi di bidang 

penanggulangan bencana.  

 

 

 



Indikator Pencapaian Sasaran 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada korban 

bencana.  

2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Aparatur sesuai tuntutan 

dinamika perubahan dan kebutuhan. 

3. Meningkatnya kemampuan, peran serta dan prakarsa masyarakat 

dalam penanggulangan bencana. 

4. Tersedianya data yang akurat dan terkini yang menunjang 

pengambilan kebijakan penanggulangan bencana. 

Kegiatan Badan Penanggulangan  Bencana Daerah Kabupaten 

Purbalingga selama kurun waktu tahun 2013 adalah : 

1. Program Penguatan kelembagaan perangkat daerah 

1) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran 

2) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 

3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 

5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

 



2. Program Penanggulangan Bencana 

Permasalahan : 

Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung 

penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terutama terhadap fungsi 

Penanganan Darurat dan Pasca bencana. 

Kebijakan : 

1. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan 

penanggulangan bencana dilakukan oleh ketersediaan dana dan 

prasarana serta sumber yang memadai. 

2. Menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat akan tugas dan 

kewajibannya pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca 

bencana. 

 

Indikator Pencapaian Sasaran 

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada korban 

bencana.  

2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Aparatur sesuai tuntutan 

dinamika perubahan dan kebutuhan. 



Kegiatan Badan Penanggulangan  Bencana Daerah Kabupaten 

Purbalingga selama kurun waktu tahun 2013 adalah : 

1) Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 

2) Fasilitas Penanggulangan Darurat/Pemulihan Awal Akibat Bencana 

3) Pelatihan dan Sosialisasi Budaya Sadar Bencana 

4) Simulasi Penanganan Bencana 

5) Cadangan Siaga Darurat Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

 

D. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2013 

  Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan 

dukungan dana yang tidak sedikit dan selalu meningkat setiap tahunnya. 

Kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Purbalingga pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: 

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah  

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Purbalingga selama kurun waktu tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran 

2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 

5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

 



2. Program Penanggulangan Bencana 

1. Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 

2. Fasilitas Penanggulangan Darurat/Pemulihan Awal Akibat Bencana 

3. Pelatihan dan Sosialisasi Budaya Sadar Bencana 

4. Simulasi Penanganan Bencana 

5. Cadangan Siaga Darurat Bencana 

E. Pendanaan 

Pagu indikatif Belanja tidak langsung tahun 2013 direncanakan sebesar Rp. 

962.595.000,- 

Sedangkan Belanja Langsung Tahun 2013 direncanakan sebesar Rp. 

1.007.160.000,- 

F. Matrik Renja Tahun 2013 

Lihat Matrik 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

Renja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tatahun 

2013 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuakn kebijakan yang tercermin 

dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menuntut adanya perubahan dalam 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan PNS BPBD dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya dan juga merupakan implementasi dari arah, kebijakan dan 

prioritas pembanguanan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013. 

 

Purbalingga                   2012 
 

Kepala Pelaksana 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA 
 
 
 

PRIYO SATMOKO, SH, MH 
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